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KATA PENGANTAR 

 

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan 

karunia-Nya, sehingga buku referensi berjudul Akuntansi 

Perpajakan: Konsep, Perhitungan, dan Pelaporan dapat 

diselesaikan dengan baik dan hadir di tengah pembaca. 

Buku ini disusun untuk menguraikan berbagai aspek yang 

berkaitan dengan pengelolaan perpajakan dalam konteks akuntansi, 

mulai dari pemahaman konsep dasar, proses perhitungan kewajiban 

pajak, hingga tata cara pelaporan yang sesuai dengan ketentuan yang 

berlaku. Seluruh pembahasan disajikan secara runtut agar mudah 

dipahami dan dapat membantu pembaca dalam memahami alur 

pengelolaan pajak secara lebih terstruktur. 

Buku ini ditujukan untuk masyarakat umum sebagai upaya 

memperluas wawasan mengenai pentingnya kepatuhan dan 

ketelitian dalam pengelolaan kewajiban perpajakan. Diharapkan 

buku ini dapat memberikan manfaat serta membantu pembaca dalam 

memahami proses perpajakan dengan lebih jelas dan tepat. 

 

 

Jakarta, Juli 2026 
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